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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi
pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian
ini adalah metode kuantitatif menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang didapatkan dari BPS. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah ketimpangan
distribusi sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia,
investasi dan inflasi sebagai variabel indpenden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan
ekonomi dan inflasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sementara
variabel indeks pembangunan manusia dan investasi berpengaruh positif. Pemerintah provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memaksimalkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
ketimpangan distribusi pendapatan, dengan harapan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih baik.
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1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan kecenderungan akan meningkatnya atau tumbuhnya
output perkapita jangka panjang. Dalam hal ini peningkatan tersebut bersumber dari proses dari
dalam (intern) perekonomian itu sendiri. Peningkatan tersebut bersumber dari proses yang
dinamakan self generating yang berarrti proses pertumbuhan untuk keberlangsungan periode
selanjutnya (Boediono, 1994). Menurut Sukirmo (2006), perubahan ekonomi yang berlangsung dari
tahun ke tahun ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan rill daerah mengunakan
indikator PDRB dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS angka PDRB ADHK Provinsi Jawa-
Bali menunjukkan angka yang cukup bervariatif dengan data sebagai berikut.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi di Pulau Jawa

dan Bali
Provinsi Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
DKI Jakarta 5.91 587 | 6.20 | 6.11 5.82
Jawa Tengah 547 | 5.25 | 5.26 5.3 5.4
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Jawa Timur 544 | 557 | 546 | 547 | 5.52
Jawa Barat 5.05 | 566 | 533 | 5.65 | 5.07
Banten 545 | 5.28 | 575 | 5.77 | 5.29
DIY 495 | 505 | 5.26 6.2 6.59

Sumber : BPS (2020)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat terdapat perbedaan laju pertumbuhan PDRB diantara
provinsi-provinsi Jawa dan Bali. Provinsi DI'Y menduduki peringkat paling bawah dengan rata-rata
laju pertumbuhan ekonomi 5,61% per tahun.

Perubahan struktur pendapatan sering mengiringi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada
negara berkembang umunya tingkat petumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh pemerataan
pendapatan (Nangarumba, 2015). Sehingga, peningkatan produksi dalam suatu perekonomian akan
menyebabkan kesenjangan yang lebih dalam antara si miskin dan si kaya (Nugraha et. al, 2020).
Ketimpangan memilik kaitan erat dengan berlakunya kebijakan desentraslisasi pada suatu daerah,
yang berarti setiap daerah berhak mengembangkan perekonomiannya masing-masing (Amri &
Nazamuddin, 2018). Dengan begitu potensi SDA dan SDA dapat menjadi sebuah keunggulan pada
masing-masing daerah. Namun di sisi lain masih kurangnya suatu daerah dalam menangkap potensi
masing-masing menyebabkan terjadinya ketimpangan pada laju pertumbuhan ekonomi masing-
masing daerah (Mahardiki & Santoso, 2013).

Tabel 2. Nilai Gini Rasio Tahun 2019 di Provinsi Pulau Jawa

Provinsi Indeks Gini
DKI Jakarta 0.39
Jawa Tengah 0.36
Jawa Timur 0.37
Jawa Barat 0.40
Banten 0.36
DIY 0.42

Sumber : BPS (2020)

Berdasarkan tabel 2 tedapat perbedaan nilai rasio gini pada masing-masing provinsi. Dilihat
dari nilainya provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai rasio gini paling kecil yaitu
0,36. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang nilai rasio gininya
paling tinggi diantara yang lain dengan nilai 0,42. Yang artinya Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki ketimpangan distribusi paling besar jika dibandingkan dengan provinsi
lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan memiliki Kkorelasi yang cukup
kompleks. Wahiba & EI Weriemmi (2014) mengemukkan pertumbuhan ekonomi dengan
ketimpangan pendapatan memiliki hubunngan yang positif, yang artinya terjadinya peningkatan
pertumbuhan ekonomi maka akan meningkat pula ketimpangan pendapatannya. Selanjutnya
Danawati, Bendesa, & Utama (2016) dan Didia (2016) mengemukkan tidak adanya hubungan
pertumbuhan ekonomi deengan ketimpangan di Bali. Berangkat dari beberapa research gap yang
telah dikemukakan diatas, penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota DIY.

. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Dengan data yang
diambil yaitu: (1) Indeks Gini; (2) Pertumbuhan PDRB; (3) Indeks Pembangunan Manusia; (4)
Investasi; dan (5) Inflasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data panels dengan periode
waktu tahunan dengan rentang waktu 2010-2019. Sedangkan untuk cross section-nya berupa lima
kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi DIY.
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Gini Ratio (CA) merupakan suatu indeks yang menggambarkan persebaran pendapatan
suatu wilayah atau suatu negara. Seperti indeks lainnya, indeks gini mempunyai besaran yang
beriksar antara O dan 1. Apabila indeks gini sebesar 1 berarti terjadi ketimpangan absolut dan
sebaliknya. Pertumbuhan PDRB menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu daerah.
Pertumbuhan PDRB diperoleh dari jumlah PDRB tahun sekarang dikurangi dengan jumlah PDRB
satu tahun sebelumnya lalu dibagi dengan PDRB satu tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB yang
digunakan adalah PDRB AHK dalam bentuk satuan persentase. Indeks Pembangunan Manusia
meruppakan pengukur perbandingan yang di proksikan dari pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran.
Investasi adalah realisasi penjumlahan dari PMDN dan PMA yang diterima oleh Pemerintah
Provinsi DIY. Investasi yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk rupiah yang kemudian
dirubah mnejadi bentuk logaritma. Inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga umum, atau
merupakan kecendurangan dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Inflasi yang
digunakan adalah data inflasi Provinsi DI'Y dalam satuan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
Uji t
Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)
t stat Prab. Keterangan
PDRB -3,536 0,001 Berpengaruh negatif secara signifikan

IPM 0,748 0,458  Berpengaruh positif secara tidak signifikan

INV 2,133 0,039  |Berpengaruh positif secara signifikan

INF -2,890 0,006 Berpengaruh negatif secara signifikan

Berdsarkan k = 4, n = 50, dan alfa 5% maka didapatkan t tabel sebesar 2,013. Berdasarkan
penghitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya variable IPM yang tidak memberikan
pengaruh signifikan secara parsial terhadap variable dependen.

Uji F
Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F)
F table F stat Prob.
2,81 12,733 0,000

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai F hitung sebesar 12,733 dan probabilitas sebesar (0,00< 0.05).
Hal ini mengindikasikan seluruh variabel bebas yaitu PDRB, IPM, investasi, dan inflasi secara
simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Uji R?
Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R?)
R-Squared Adj. R-Squared
0,713 0,657
Berdasarkan pengujian nilai Adjusted R? menunjukkan angka sebesar 0,657 atau dengan kata lain

variable PDRB, IPM, investasi, inflasi dapat menjelaskan variable ketimpangan di Provinsi DIY
sebesar 65,7%, sementara 34,3% dijelaskan oleh variable lain diluar model.

Uji Regresi Model Fixed Effect

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa hanya variable IPM saja yang tidak berpengaruh,
sementara PDRB, investasi, dan inflasi menunjukkan angka yang signifikan secara statistic
terhadap ketimpangan pendapatan.

Tabel 6 Hasil Estimasi Regresi Model Fixed Effect

Variabel Koefisien
C -0,459
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(0,360)

-0,033***
PDRB (0,001)

0,006

IPM (0,458)
. 0,075**
Investasi (0,039)

Inflasi 0,011
(0,006)

Berdasarkan persamaan di atas berikut persamaan pada penelitian ini:
GR, = -0,459 —0,033PDRB,, +0,006IPM,, + 0,075INV,, — 0,011INF,

3.2. Pembahasan

Laju PDRB terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil yang didapat laju PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan
pendapatan DIY. Koefisien variabel laju PDRB bernilai -0,033 yang artinya apabila laju PDRB
mningkat 1% maka ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0,033%. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah pada Provinsi DIY menunjukkan
perkembangan yang baik. Setiap pertumbuhan yang terjadi dapat mengurangi ketimpangan
pendapatan di DIY. Hal ini sejalan dengan konsep Todaro & Smith (2006), karakter pertumbuhan
ekonomi merupakan faktor penentu apakah pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap
masyarakat miskin atau tidak. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY merupakan pertumbuhan
berbasis modal yang mayoritas berasal dari sektor pariwisata. Peningkatan pada sektor pariwisata
menjadi stimulus terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut tidak diikuti
dengan menurunnya ketimpangan pendapatan.

IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil IPM tidak memiliki hubungan terhadap ketimpangan
pendapatan di Provinsi DIY. Koefisien variabel IPM bernilai 0,006. Yang artinya apabila terdapat
peningkatan sebesar 1% pada IPM maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan degan
angka 0,006. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Brata (2002). Penelitian tersebut
menyatakan bahwa peningkatan pada IPM di suatu daerah yang tidak merata di daerah lainya dapat
memunculkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Kualitas penduduk yang meningkat namun
tidak terjadi peningkatan secara merata akan memperburuk ketimpangan pendapatan. IPM
merupakan salah satu faktor pendorong produktifnya masyarakat (tenaga kerja). Sehingga, angka
harapan hidup masyarakat akan meningkat selaras dengan peningkatan kualitas penduduk. Namun,
hal tersebut tersentralisasi hanya di daerah yang menjadi pusat perekonomian, terutama daerah
pusat industri atau berpendapatan tinggi yang menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan dan
terjadi kesenjangan sosial.

Investasi ke Ketimpangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, investasi menuunjuukan hubungan positif dan
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY, dengan nilai koefisien investasi
0,075. Yang arrtinya apabila terdapat peningkatan sebesar 1% pada investasi maka akan
meningkatkan ketimpangan sebesar 0,075% pada ketimpangan pendapatan. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Danawati, Bendesa, & Utama (2016) yang mengemukkan di sebuah daerah yang
sedang berkembang, peningkatan permintaan memberikan stimulasi pada pendapatan, kemudian
dapat meningkatkan investasi. Sedangkan di daerah lain yang proses perkembangannya
cenderrung cukup lambat, selain itu permintaan akan investasi cenderung lebih minim akibat dari
minimnya penawaran akan pendapaan dan modal. Dengan adanya perbedaan dalam perkembangan
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di setiap daerah tersebut dan investasi cenderung berpusat di daerah yang mapan berakibat
timbulnya ketimpangan.

Inflasi ke Ketimpangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kesenjangan pendapatan di daerah DI Yogyakarta. Koefisien variabel inflasi sebesar -0,011 dengan
probabilitas sebesar 0,006. Hal ini menunjukkan apabila terdapat peningkatan inflasi sebesar 1%
ketimpangan akan menurun sebesar 0,011%. Maka dapat dikatakan ketika terdapat peningkatan
pada inflasi, kesenjangan pada distribusi pendapatan akan berkurang.  Tingkat inflasi
mencerminkan bagaiamana kecendurungan harga barang-barang pada periode tertentu. Phillips
(dalam Pramesti & Yasa, 2019) menyatakan bahwa tingkat inflasi dapat mempengaruhi
ketimpangan pendapatan melalui channel tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat inflasi
mencerminkan keadaan dimana kenaikan permintaan agregrat. Dengan adanya permintaan agregat
para produsen cenderung juga meningkatkan produksinya sehingga hal tersebut akan menyerap
lebih banyak tenaga kerja dan akhirnya akan berdampak pada pemerataan pendapatan atau dengan
kata lain menurunya ketimpangan pendapatan.

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari penelitian mengenai pengaruh IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investais dalam
mempengaruhi ketimpangan pendapatan di kota/kabupaten D1Y periode 2010-2019 dapat diperoleh
kesimpulan bahwa hanya variable IPM yang tidak mempunyai pengaruh pada keimpangan
pendapatan secara signifikan. Sementara variable inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh
negatif dan variable investasi memberikan pengaruh yang positif secara signifikan.

4.2 Saran
Berikut saran yang dapat diberikan:

1. Perlunya peran pemerintah di Provinsi DIY agar lebih memperhatikan pengaruh dari
investasi. Pasalnya, dengan adanya investasi mengimplikasinya tambahan modal bagi
pemerintah untuk melakukan pembangunan pada daerah yang nantinya akan menciptakan
lapangan pekerjaan sehingga angka ketmpangan pendapatan dapat ditekan.

2. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang
terjadi. Akan lebih baik lagi apabila pemerintah mulai menciptakan progam-progam baru
yang berfokus kepada UMKM. Demi meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
ekonomi rendah.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembagkan dalam hal baik menambah
variabel lain seiring dengan perkembangan ekonomi guna menunjang keterbatasan dalam
penelitian ini.
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